
 

 
 
 
 

BUPATI MUKOMUKO 
 

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO 
NOMOR  25 TAHUN 2011 

 

TENTANG 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MUKOMUKO, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa kepala 
daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan 
Berpedoman Pada Standar Akuntansi Pemerintahan; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Mukomuko; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  
 

5. 
 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

P E T I K A N 



 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);     
 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 



 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 
 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 
 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134); 
 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  MUKOMUKO  TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 
MUKOMUKO. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko. 
 

3. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya 
serta penyajian laporan. 

 



 

4. Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. 

 

5. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun 
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan 
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. 

 

6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 
aturan-aturan dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

 

7. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko atau satuan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang menurut 
peraturan perundang-Undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan 
laporan keuangan. 

 

8. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas, Badan, 
Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. 

 
 

BAB II 
PRINSIP DASAR 

 

Pasal 2 
 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko terdiri atas prinsip-prinsip, 
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang 
dipillih oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan. 
 
 

BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL 

 

Pasal 3 
 
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual 
Standar Akuntansi Pemerintahan. 
 
 

BAB IV 
TUJUAN PENYAJIAN 

 

Pasal 4 
 
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk 
tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik 
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas akuntansi. 
 

 
 
 
 



 

BAB V 
DASAR PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

 

Bagian Kesatu 
Penyajian Laporan Realisasi Anggaran 

 

Pasal 5 
 

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan 
Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam rangka 
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan      
perundang-undangan. 
 

Bagian Kedua 
Penyajian Neraca 

 

Pasal 6 
 

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca 
untuk Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
 
 

Bagian Ketiga 
Penyajian Laporan Arus Kas 

 

Pasal 7 
 
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan 
arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan serta kas 
Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 
aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran 
selama satu periode akuntansi. 
 
 
 

Bagian Keempat 
Penyajian dan Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan 

 

Pasal 8 
 
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan 
pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat 
hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan 
moneter sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan 
realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap 
perlu untuk dijelaskan. 
 
 
 
 
 
 

 



 

BAB VI 
PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENGUNGKAPAN AKUNTANSI ASET 

 

Pasal 9 
 
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran 
dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, 
belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan. 
 
 

BAB VII 
PERLAKUAN AKUNTANSI 

 

Pasal 10 
 
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi 
kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. 
 
 

BAB VIII 
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

 

Pasal 11 
 
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan 
konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka 
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi 
meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. 
 
 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 12 
 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mukomuko 
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Mukomuko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.   

 
 
 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 
 
Lampiran dari Peraturan Bupati Mukomuko tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Mukomuko ini, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati Mukomuko. 
 
 
 
 



 

Pasal 14 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
Mukomuko ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Mukomuko. 
  

                    
          Ditetapkan di Mukomuko 
           Pada Tanggal, 26 Mei 2011          

 

  BUPATI MUKOMUKO, 
 

                                                                                                   ttd 
 

                ICHWAN YUNUS 
 

Diundangkan di Mukomuko  
Pada Tanggal, 26 Mei 2011 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO, 
 
                            ttd 
 

     BM. HAFRIZAL, SH 
                Pembina Tk.I  (IVb) 
       NIP. 19670401 199203 1 012  
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 197 
 
 
 
 
 
 


